Menimbang

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 03/V/PB/2010
NOMOR : 14 TAHUN 2010

‘ TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL |
GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
~ DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dalam rangka rhelaksanakan Pasat 45 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang: Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

.Undaﬁg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 fahun 2005 (Lembaran
Négara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagajmana telah dua
belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2010 Nomor 31);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16. Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



10.

1.

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952); |

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9% Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana tetah diubah dengan Peréturén Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negai‘a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019); |

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah




Menetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor  63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun {999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

15.Peraturan Presiden .Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

16.Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

17.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 10
November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN
PERATURAN BERSAMA MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA
KREDITNYA. |



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak Vusia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses

pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di
TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan vyang sederajat,
kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan

serta pendidikan agama.

Guru mata belajaran adalah Guru yang mempunyai tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam
proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di
sekolah/madrasah.

Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah Guru yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling

terhadap sejumlah peserta didik.



Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam

© menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program

perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

Kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru
dalam menyusun rencana bimbingan dan konseling,
melaksanakan bimbingan dan konseling, mengevatuasi
proses dan hasil bimbingan dan konseling, serta melakukan
perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan

memanfaatkan hasil evaluasi.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah
pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dan dapat

meningkatkan profesionalitasnya.

Tim penilai jabatan fungsionat Guru adalah tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi

kerja Guru.

10.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menter, Jaksa
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Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana.
Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang
dipimpin oleh pejabat struktural eselon | dan bukan
merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga

Pemerintah Non Kementerian.

.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah

Gubernur.



12.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah Bupati/Walikota.

13.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier

kepangkatan dan jabatannya.

14.Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir
kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier

kepangkatan dan jabatannya.

. 15.Daerah khusus adalah daerah vyang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang
terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah
yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah

yang berada dalam keadaan darurat {ain.

16.Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di

- tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan
berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi
Calon Pegawai Negeri 5ipil Guru.

17.Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan
fungsional Guru bukan pemberhentian sebagai Pegawai

Negeri Sipil.

BAB Il
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1} Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan
disampaikan kepada atasan langsung.

(2} Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan
penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang
mengusulkan penetapan angka kredit.



(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

Pejabat yang berwenang mengusutkan penetapan angka
kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui
sekretariat tim penilai.

Daftar usul penetapan angka kredit untuk Guru dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran | Peraturan Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Guru harus dilampiri

dengan:

a. surat pernyataan melaksanakan tugas
pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran Il Peraturan Bersama ini.

b. surat pernyataarnn melakukan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan, dibuat menurut contoh
formulir - sebagaimana tersebut pada Lampiran 1l

Peraturan Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
tugas Guru, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan
Bersama ini; |

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit terdiri atas:

a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.

Unsur utama, terdiri atas:



(3)

4)

(1)

a. pendidikan;

b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan
dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah; dan

c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas Guru, terdiri atas;

a. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan

bidang yang diampunya;
b. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan

¢. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru,

antara lain:

1. membimbing siswa dalam prakﬁk keria nyata/

praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
2. menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
3. 'menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
4. menjadi tutor/pelatih/instruktur. .

Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan
sebagaiman'a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. .

Pasal 4

Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Guru harus
dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan
rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana
tersebut pada Lampiran | Peraturan Menteril Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009.



(2)

(2)

(1)

(2)

(3)

Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.

Pasal 5

Penetapan angka kredit Guru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V

Peraturan Bersama ini.

Penetapan angka kredit (PAK) asli disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya

disampaikan kepada:
a. Guru yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;

¢. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian

Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
d. Pejabat pengusul angka kredit; dan

e. Pejabat lain yang dipandang perlu. -

Pasal 6

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Guru wajib mencatat dan menginventarisasi semua

kegiatan yang dilakukan.

Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul
penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1
(satu} kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit Guru dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
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(4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kepaikan

pangkat Guru dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode Aprii, angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang

bersangkutan;

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

a.

Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang
ditunjuk setingkat eselon | bagi’ Guru Madya, pangkat
Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b sampai dengan
Guru Utama, pangkat Pembina Utama, gotongan ruang
IV/e di lingkungan instansi pusat dan déerah serta Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a
sampai dengan Guru U.tam'a, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang'diperbantukan pada sekolah

Indonesia di luar negeri.

Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang
membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian
Agama. '

Kepala Kahtor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi
Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c dan
pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang Ill/d di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

11



(1)

(2)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ili/a
dan pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang lll/b
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Xota.

Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lli/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang 1V/a di lingkungan Provinsi.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang ill/a sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang 1V/a di lingkungan
Kabupaten/Kota.

Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk
bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
Hl/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang 1V/a di lingkungan instansi pusat di luar

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

rasal 8
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,
pejabat yang berwenang dalam menetabkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus membuat
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan,

Peja_bat yang “berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 dapat
mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat

lain.
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{3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantika-n tetap harus dibuaf'dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 9
Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhalangan sehingga
tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan
ayat (4), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain
satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang pendidikan setelah mendapaftkan delegasi atau
kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB I
- TiM PENILAI
Pasal 10
(1) | Syarat untuk menjadi anggota tim penilai, adalah:

a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama
~dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;

b. memiliki keahtian serta mampu untuk menilai kinerja

Guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.

{2) Anggota tim penilai jabatan fungsional Guru harus lulus
pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat
sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

(3) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
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(4) Anggota tim penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali

setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan.

(3} Dalam hal terdapat anggota tim penitai. yang berhalangan
tetap atau tidak menunjukkan kinerja‘yang baik, maka
Ketua tim penilai mengusutkan pengganti antar waktu
untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang
berwenang menetapkan tim penitai.

(6) Dalam hal terdapat tim penilai yang turut dinilai, Ketua

tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai
Pengganti.

(7) Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang
terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat

fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

C. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(8) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat
fungsional Guru. '

{(9) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi,
maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain
yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja
Guru.

(10) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
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. Pasal 11
(1) Tugas Tim Penilai Pusat:

a. 'membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam
menetapkan angka kredit Guru Madya, pangkat
Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b sampai dengan
Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e di lingkungan instansi daerah dan pusat serta Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, gdiongan ruang lil/a
sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah
Indonesia di luar negeri;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Menteri Pendidikan Nasional, yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada huruf a. | ’

(2) Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:

a. membantu Direktur Jenderal yang membidangi
pendidikan terkait pada Kementerian Agama dalam
menetapkan angka kredit Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang 1IV/a di lingkungan

Kementerian Agama;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait
pada Kementerian Agama, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada

huruf a.
(3) Tugas Tim Penitai Kantor Wilayah Kementerian Agama:

a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
dalam menetapkan angka kredit bagi Guru Muda,
pangkat Penata, golongan ruang lil/c dan pangkat
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Penata Tingkat I, golongan ruang llI/d di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yaﬁg diberikan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota:

a. membantu Kepala Kantor Kementerian Agama dalam
menetapkan angka kredit bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Ill/a dan pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang llI/b di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud

pada huruf a.
(5) Tugas Tim Penilai Provinsi:

a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan dalam menetapkan angka
kredit bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Guru Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Provinsi; |

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur atau kepala Dinas yang membidangi
pendidikan, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
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(6)

Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:

a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang

membidangi pendidikan dalam menetapkan angka
kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll/a sampai dengan Guru‘Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di tingkungan
Kabupaten/Kota;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka

kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(7) Tim Penilai Instansi:

- (8)

(9)

‘a. membantu’ Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain

yang ditunjuk bagi Guru Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan Guru Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional

dan Kementerian Agama;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal tim penilai instansi belum té}'bentUk, penilaian
angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai
pusat.

Dalam hal tim penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim
penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai

Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai pusat.
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(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(1)

Dalam hal tim penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian
angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai

Provinsi lain terdekat atau tim penilai pusat.

Dalam hal tim penilai Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit
Guru dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota lain terdekat, atau
tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama yang

bersangkutan, atau tim penilai Kementerian Agama.

Dalam hal tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama
belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat
dimintakan  kepada tim penilai Kantor Wilayah
Kementerian Agama lain terdekat atau tim penilai

Kementerian Agama.

Pasal 12

Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat tim penilai yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menetapkan éhgka kredit dapat
membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan. |
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(2) Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu,

{3} Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Ketua tim pehilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Pasal 14

Angka kredit yang ditetapkan digunakan sebagai dasar
pertimbangan penetapan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan
pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan

C. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan ditetapka.n oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dapat dipertimbangkan apabila;

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam paﬁgkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
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(2)

(3

(4)

C. setiap unsur penilaian pelakéanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pating
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tabun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang
menduduki jabatan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian.Negar‘a.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri $ipil Pusat yang
menduduki Jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Hi/a untuk menjadi pangkat Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang Ili/b sampai dengan Guru Madya, -

pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b
ditetapkan  dengan  Keputusan Pejabat  Pembina
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
vang menduduki jabatan Guru Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang Ilt/a untuk menjadi pangkat Penata
Muda Tingkat | golongan ruang Hi/b sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang I1V/b
ditetapkan dengan  Keputusan Pejabat  Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang b_ersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri‘ Sipil  Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lli/a untuk menjadi
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang /b
sampai dengan Guru Muda, pangkat:‘Penata Tingkat |
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(1)

(2)

golongan ruang |li/d, ditetapkan dengan Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan setelah mendapat bersetujuan teknis
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Kenaikan  pangkat Pegawai Negeri  Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Guru Muda,
pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang li/d untuk
menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,’ gotongan ruang
tV/a dan pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang 1v/ b
ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 17

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi  oleh setiap Pegawai Negeri Sipil  untuk
pengangkatan dan kenaikan Jabatan/pangkat Guru adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran Il Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dengan kete_ntuan:

a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan

b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.

Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
)/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e wajib  melakukan kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi
sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau
karya inovatif.
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Pasal 18

(1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a

(3)

4)

(3)

yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda Tingkat |, golongan ruang /b angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan _ pangkat, paling
sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan
diri.

Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan
ruang IlI/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Muda, pangkat Penata,golongan ruang lll/c angka kredit
vang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat,
paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur
publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit
3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang llt/c yang
akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang Ill/d angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6
(enam) angka .kredit dari sub unsur publikasi ilmiah
dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka
kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Muda, pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang Ill/d
yang akan naik :jabatan/pangkat»menjadi Guru Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat, paling
sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi
ilmiah dan/atau karya inovatif, dan ‘paling sedikit 4

{empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang
akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina
Tingkat |, golongan ruang IV/b angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12
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(6)

8)

(9)

(dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah
dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat)

angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang
IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling
sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi
ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4
(empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, gotongan
ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
Iv/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat, paling sedikit 14 {empat belas) angka
kredit dari sub unsur publiksi ilmiah dan/atau karya
inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub

unsur pengembangan diri.

Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang 1IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling
sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi
ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima)
angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang 1V/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang

IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.
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(2)

(2)

(1)
(2)

3)

Pasal 19

Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya

sebagai Guru,

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat
telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus
di daerah khusus.

Pasal 20

Kenaikan pangkat bagi Guru dalam jenj.ang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabita kenaikan
jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Guru yang memitiki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/
pangkat berikutnya.

BAB YV
PENILAIAN KINERJA
Pasal 21

Pénilaian kinerja Guru dilakukan dalam bentuk' paket kerja.

Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu.

Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
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a. pembelajaran mencakup aspek perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan penilaian,
analisis hasil penilaian, dan petaksan_aan tindak lanjut
hasil penilaian.

. pembimbingan mencakup aspek perencanaan dan

pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan penitaian
hasil pembimbingan, analisis hasil pembimbingan, dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pembimbingan.

- tugas lain yang relevan mencakup asbek Guru menjadi

kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekotah/
madrasah, ketua program keahlian/program studi atau
yang séjenisnya, kepala perpustakaan, kepala
laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang
sejenisnya, pembimbing khusus pada.s‘atuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan

terpadu atau yang sejenisnya, wali kelas, - menyusun

kurikulum pada satuan pendidikannya, pengawas

penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar, membimbing Guru pemula dalam program
induksi, membimbing  siswa  dalam  kegiatan
ekstrakurikuler, pembimbingan pada penyusunan
publikasi ilmiah dan karya inovatif, melaksanakan
pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung
jawabnya (khusus Guru Kelas).

(4) Paket kerja Guru berisi paling sedikit 24 (dua puluh

(3)

empat} jam dan paling banyak 40 (empat pﬁluh) jam tatap
muka per minggu, dibuat oleh Guru yang bersangkutan dan
ditetapkan oleh kepala sekolah.

Paket kerja kepala sekolah berisi paling sedikit 6 (enam)
jam tatap muka per minggu, dibuat oleh kepala sekolah
dan ditetapkan oleh Pengawas Sekolah.
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(4)

(3)

(V)

(2)

Pasal 22
Penilaian kinerja Guru dilakukan oleh kepala sekolah.

Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh Pengawas
Sekolah.

Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2} dilakukan berdasarkan realisasi
pelaksanaan paket kerja.

Penilaian kinerja Guru mata pelajaran dihitung secara
proporsional berdasarkan beban kerja paling kurang 24
(dua puluh empat) jam dan paling bényak 40 (empat
puluh) jam tatap muka per minggu.

Penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling (konselor)
dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja
wajib paling kurang 150 (seratus lima putuh) orang siswa
dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa
per tahun.

Pasal 23

Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atal
pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain
vang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas,
waktu, dan/atau biaya. N

Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:

a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;

c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;

d. nitai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan

e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
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{3)

(3)

Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai,
sebagai berikut:

a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125%
dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap
tahun;

b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari

jumlah angka kredit yang harus dicagai setiap tahun;

c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebésar 75% dari

jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari
jumlah angka kredit yang harus dicabai setiap tahun;

e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25%
dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap
tahun,

Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka

“kredit  kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada

Lampiran I, 1, IV, VI, ViI, dan VIl Peraturan Menteri
Negara Pen_dayagunaan' Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dikurangi jumlah angka
kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur
penunjang- yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang
jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional.
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BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Guru harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (51') atau Diploma Iv
(D-1V} dan bersertifikat per_\didik;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
i/a;

c. memiliki kinerja yang baik yang dinilai datam masa
program induksi; dan

d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling
kurang bernilai baik dalam 1 {satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaima:}a dimaksud pada
ayat (1) adalah pengangkatan untuk'r'nengisi lowongan
formasi' jabatan fungsional Guru melalui pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil. '

(3) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 25
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan Guru dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut: '

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) Peraturan Bersama ini.

b. memiliki pengalaman sebagai Guru'-palihg singkat 2
(dua) tahun; dan

. usia paling tinggi 50 {lima puluh) tahun.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya
ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka
kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari

unsur utama dan unsur penunjang.

Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke dalam jabatan Guru dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Vil

Peraturan Bersama ini.

Pasal 26

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan fungsional Guru dilaksanakan sesuai

formasi jabatan fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan

fungsional Guru dilaksanakan sesuai formasi jabatén
fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur
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(1)

(2)

negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan
fungsional Guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan
fungsional Guru yang ditetapkan oleh'Kepala Daerah
masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis
Menteri yang bertanggung jawab di »bidang pendayagunaan
aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara
Pasal 27
Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk

persalinan ke empat dan seterusnya; atau

e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) butan
atau lebih.

Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan
Bersama ini,

30



Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 28

(1) Guru yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman

(2)

(4)

(5)

disiplin  tingkat sedang atau tingkat berat berupa
penurunan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1} huruf a, diangkat kembali dalam jabatan Guru
apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah
berakhir.

Guru yang dibebaskan sementara karena diberhentikan -
sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf‘b, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Guru apabila berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atéu dijatuhi

hukuman percobaan.

Guru yang dibebaskan sementara karena' ditugaskan secara
penuh di luar jabatan Guru sebagaimana dimaksud datam
Pasal 27 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali datam
jabatan Guru apabila telah selesai melaksanakan tugas di
luar jabatan Gury dengan ketentuan usia paling tinggi 51

(tima puluh satu) tahun.

Guru yang selesai ménjalani cuti di 'luar tanggungan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf d dan telah diangkat kembali pada instansi semula,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru.

Guru yang selesai menjalani tugas belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Guru apabila telah selesai
menjalani tugas belajar.
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(6) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat
ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki
jabatan fungsional Guru.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 30

(1) Guru diberhentikan dari jabatannya, karena dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiptin
tingkat berat berupa penurunan pangkat.

~ (2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Guru dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran X Peraturan Bersama ini.

BAB VII
SA N_ KSI
Pasal 31

(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja
Guru  untuk  mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40
{empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu} minggu
dan/atau  beban  kerja  Guru  bimbingan  dan

32



(1)

konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta
dan paling banyak 250 (dua' ratus lima puluh) didik dalam
1 (satu) tahun dan tidak mendapat pengecualian dari
Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk
mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan

maslahat tambahan.

Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan
hukum  diberhentikan  sebagai Guru dan  wajib
r;nengembalikan seluruh tunjangan prbfesi, tunjangan
fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai
Guru yang perhah diterima setelah yang bersangkutan

memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN .
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, jenjang jabatan
setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat
fungsional Guru, yaitu:

a. Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
ill/a dan pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan
ruang il/b.

b. Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang Ill/c dan

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d.

c. Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 1V/a,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang 1V/c.

d. Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e.
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{3)

(1)

(2)

Jumlah angka kredit yang dicantumkan dalam surat
keputusan penyesuaian jenjang jabatan/pangkat Guru
adalah sama dengan jumlah angka kredit terakhir yang
dimitliki.

Penyesuaian  jenjang jabatan/pangkat  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur'
Negara Nomor 84 Tahun 1993, '

Penyesuaian  jenjang jabatan/pangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penilaian prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling
lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bersama ini ditet_apkan, Guru yang
masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang
ll/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan
ruang ll/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan
penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut pada
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009,

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat {1), apabila
melaksanakan kegiatan pengembangan  keprofesian
berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru,
diberikan angka kredit sebagaimana tersebut pada
Lampiran V Peraturan Menteri Negaré Pendayagunaan

~Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2009.
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(3)

()

(6)

(7)

Daftar usul penetapan angka kredit Guru golongan |l
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Guru golongan It harus
dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bersama ini.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disertai dengan bukti fisik.

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang
-sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan
dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bersama ini; dan

b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan
ruang If/a, disesuaikan dengan jenjang
jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) Peraturan Bersama ini.

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka

kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk

kenaikan jabatan/pangkat Guru bagi:

a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma | adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
. Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

b. Guru yang berijazah Diploma Il adalah sebagaimana
tersebut pad.a Lampiran VIl Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; dan
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(1)

(2)

()

(1)

c. Guru yang berijazah Diploma Il adalab sebagaimana
tersebut pada Lampiran VIl Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara'. dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Guru yang
memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang [ll/a dan belum memiliki ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang
diampu, disésuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Bersama ini.

Guru yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata
Muda, golongan ruang Ill/a dan Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun 201 5,
apabila tidak memperoleh ijazak Sarjana (S1)/Diploma IV
yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan
pangkat paling tinggi adalah pangkat Penata Tingkat |,
golongan ruang Il1/d atau pangkat terakhir yang dimiliki,

Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Guru yang
telah memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke
atas dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV,

tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat.

Pasal 35

Guru yang memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan
ruang li/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat |,
golongan ruang 1l/d sampai dengan akhir tahun 2015
belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV tetap
melaksanakan tugas utama Guru sebag'ai Guru Pertama
dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka
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(3)

(4)

kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Guru yang belum memiliki ijazah Sar.jana (51)/Diploma IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memperoleh
ijazah Sarjana (51)/Diploma IV yang ses‘uai dengan bidang
tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65%
(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat,
tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana
(51)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang
diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari
kegiatan penunjang.

Guru yang betum memiliki ijazah Sarjana (51)/Diploma IV
yang sudah memitiki pangkat Penata Muda, golongan ruang
lli/a ke atas, apabila memperoleh‘ ijazah Sarjana
(51)/Diptoma IV yang sesuai dengan b'ida'ng tugas yang
diampu diberikan angka kredit sebesar 100% (seratus
persen) dari tugas utama dan pengembangan keprofesian
berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana
(51)/Diploma 1V yang sesuai dengan bidang tugas yang
diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur

‘penunjang sebagaimana tersebut pada Lampiran Vil

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

. dan Reformaisi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Gufu yang memperoleh ijazah Sarjana (51)/Diploma IV
yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu,
diberikan angka kredit sebagaimana tersebut pada
Lampiran t Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009.
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Pasal 36
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru

golongan il adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi
Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada

madrasah.

b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di

lingkungan Provinsi.

c. Kepata Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di
lingkungan Kabupaten/Kota.

d. Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat

eselon Il bagi Guru di luar Kementerian Pendidikan Nasional

dan Kementerian Agama.

Pasal 37

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang
menetapkan angka kredit Guru gofongan Il sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dibantu oleh:

a. Tim penilai Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya
disebut tim penilai Kantor Kementerian Agama;

b. Tim penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur yang selanjutnya
disebut tim penilai Provinsi;

¢. Tim penitai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota
yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota; dan

d. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan
Nasional dan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut

tim penilai tim penilai Instansi.
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Pasal 38

Usul penetapan angka kredit Guru golongan Il diajukan oleh:

a. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota bagi Guru mata
pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.

b. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di
lingkungan kabupaten/kota. '

c. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan
provinsi.

d. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit
kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon il bagi
Guru di instansi di luar Kementerian Pendidikan Nasional

dan Kementerian Agama.

BAB IX '
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Guru tidak
dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain
maupun dengan jabatan struktural.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama
ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas

masing-masing.
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Pasal 41
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagaimana

tersebut pada Lampiran X| Peraturan Bersama ini.

Pasal 42
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan =
dan berlaku efektif pada tanggal .1 Januari 2013,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ¢ Mei 2010

.. KEPALA .
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i
VNI . .
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CONTOH :

DAFTAR USUL

LAMPIRAN |: PERATURAN BERSAMA
MENTER| PENDIDIKAN NASIONAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

Instansi: ........

DAFTAR USUL

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

NCMOR :

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR

TANGGAL :

Masa penilaian Bulan

NO

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

NUPTK

s WM

Nomor Seri Kartu: Pegawai

Tempat dan Tangga! Lahir

(=3 B,

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

Jabatan

10

Masa Kerja Golongan

Lama

Baru

LB

Jenis Guru

12

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

[

UNSUR UTAMA

1

PENDIDIKAN

A

Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelarfijazah/akta

1. {Doktor (§-3}

2. |Magister (S-2)

3. |Sanjana (S-1)/Diploma IV

. [Mengikuti pelatihan prajabatan

Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai
negeri sipiliprogram induksi

PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

A,

Melaksanakan proses pembelajaran

- |Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,
mengevaluasi dan mentilai hasil pembelajaran,
menganalisis hasil pembelajaran, melzksanakan tindak
lanjut hasil penilaian

. |Melaksanakan proses bimbingan

- |Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan,
mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis
hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil
pembimbingan
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UNSUR YANG DINILAI

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU | JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 a

- [Metfaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah

]

Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun

2.

Menjadi Wakii Kepala Sekolah/Madrasah per tahun

3

Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang
sejenisnya

Menjadi kepala perpustakaan

Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau
yang sejenisnya

Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan
terpadu alau yang sejenisnya.

Menjadi walii kelas

Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya

Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi tlerhadap
proses dan hasil belajar,

10.

Membirnbing guru pemula dalam program induksi

1.

Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler

12

Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah
dan Karya inovatif

. [Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi

tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas)

JUMLAH

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

A

Melaksanakan pengembangan din

1.

Mengikuli diklat fungsional

Lamanya lebih dari 960 jam

a.
b. [Lamanya antara 641 s.d 960 jam

¢. |Lamanya antara 481 s.d 640 jam

d. jLamanya antara 181 s.d 480 jam

e. |Lamanya antara 81 s.d 180 jam

f. [Lamanya antara 30 s.d 80 jam

Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompelensi
dan/atau keprofesian guru

a. |Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok
kerja guru) untuk penyusunan perangkat Kurikulum
dan atau pembelajaran

bt. |[Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah {(seminar,
kologium dan diskusi panel}

1) |Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah

2) {Menjadi peserta pada kegiatan iimiah

¢. [Kegiatan kolektif iainnya yang sesuai dengan tugas
dan kewajiban guru

JUMLAH
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UNSUR YANG DINILA;

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH
] 2 3 4 5 6 | 7 | 8

Melaksanakan publikasi ilmiah

1.

Presenltasi pada forum ilmiah

a. (Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau
Ickakarya ilmiah

b. |[Menjadi pemrasaran/nara sumber pada kologium atau
diskusi ilmiah

. |Melaksanakan publikasi Wmiah hasil penelitian atau
gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal

a. [Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian
pada bidang pendidikan di sekotahnya,
diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber
{SBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus
dari penilaian BNSP.

b. [Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian

pada bidang pendidikan di sekolahnya,
diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnai ilmizh
tingkal nasional yang terakreditasi.

c. |Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian

pada bidang pendidikan di sekolahnya,
diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah
tingkat provinsi.

d. |Membual karya tulis berupa laporan hasil penelitian

pada bidang pendidikan di sekolahnya,
diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah Hmiah
tingkat kabupaten/ kota.

e. [Membuat karya tulis berupa laporan hasi! penelitian

pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan -
di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.

{f. |Membuat makalah berupa linjauan ilmiah dalam
bidang pendidikan forma! dan pembelajaran pada
satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di
perpustakaan,

g. {Membuat Tulisan llmiah Populer di bidang pendidikan

formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.

1

—

Membuat Artikel [imiah Populer di bidang
pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan
pendidikannya dimuat di media masa tingkal
nasional

2

—

Membuat Artikel limiah Populer di bidang
pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan
pendidikannya dimuat di media masa tingkat
provinsi (koran daerah).

h. iMembuat Artikel Hmiah dafam bidang pendidikan

formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya,

1

—

Membuat Artikel limiah dalam bidang pendidikan
formal dan pembelajaran pada satuan
pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat
nasional yang terakreditasi

2

—

Membuat Artikel limiah dafam bidang pendidikan
formal dan pembelajaran pada satuan
pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat
nasional yang tidak terakreditasif tingkat provinsi.
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UNSUR YANG DINILAI

NOQ

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI| PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA

BARU JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH

2

.3

a ! 5 1 e | 7

]

formal dan pembelajaran pada satuan
pendidikannya dan dimual di jurnal tingkat lokal
(kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).

3) {Membuat Artikel limiah dalam bidang pendidikan

Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku
pengayaan, dan pedoman Guru:

a.

per judul.

Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan

1} |Buku pelajaran yang lolos penilaian cleh BSNP

2

-~

Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan
ber ISBN .

3

et

ber-ISBN.

Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum

Membuat modul/diktat pembelajaran per semester:

1} |Digunakan di tingkat Provinsi dengan
pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.

2) |Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan
pengesahan dari Dinas Pendidikan
Kota/Kabupaten.

3} | Digunakan di tingkat sekclah/madrasah setempat

Membuat buku dalam bidang pendidikan:

1) |Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh
penerbit dan ber-ISBN.

2

Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh
‘|penerbit tetapi belum ber-|SEN.

Membual karya hasil teriemahan yang dinyalakan
cleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.

Membuat buku pedoman guru

JUMLAH

O)

. |Melaksanakan karya inovatif

1.

Menemukan teknologi tepatguna

Kategori Kompleks

b.

Kategori Sederhana

Menemukan / menciptakan karya seni

a.

Kategori kompleks

b.

Kategori sederhana

Membuat/modifikasi alat pelajaran/peragalpraktikum:

a.

Membuat alat pelajaran;

1

Kategori kompieks

2) |Kategori sederhana

. [Membuat alat peraga:

1) [Kategori kompleks

2

-

Kategori sederhana

Membuat alat praktikum;

1) [Kategori kompleks

2) [Kategori sederhana

~—
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU | JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1 2 3 4 3 5 4 e | 7 8

Mengikuli Pengembangan Penyusunan Standar,
Pedoman, $Soal dan sejenisnya

a. |Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/
Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional.

b. |Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/
Pedoman/Soal dan sejenisnya pada tingkal provinsi.

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS GURLU

A

Memperoleh gelarfijazah yang tidak sesuai dengan bidang
yang diampunya

3

Memperoleh gelarfijazah yang tidak sesuai dengan bidang
yang diampunya:

a |Doktor (S-3)

b |Pascasarjana (S-2)

¢ |Sarjana (S-1) / Diploma IV

. |Melaksanzakan kegiatan yang mendukung tugas guru

1

Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas gunu:

a |Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik
industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya

b |Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi
terhadap proses dan hasil belsjar tingkat :

1) |sekolah

2) |nasional

c. |Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:

1) |Pengurus aktit

2) |Anggota aktif

d. [Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai:

1) |Pengurus aktif

2) JAnggnta aklif

-

e. |Menjadi tim penilai angka kredit

f. [Menjadi tutorfoelatihfinstruktur

. |Perclehan penghargaanftanda jasa

1.

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya

a. |30 (tiga puluh) tahun

b. |20 (dua puluh) tahun

¢. 110 (sepuluh) tahun

Memperoleh Penghargaanitanda jasa

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas
tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah

2 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian
berke!anjutan

3 Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas gurs

IV |CATATAN PEJABAT PENGUSUL -
1
2
3
4 dan selerusnya
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V |CATATAN ANGGOTA TIM PENILAL
1
2
4 dan seterusnya
{nama penilai 1)
NIP :
{nama penilai 1)
NP :
VI |CATATAN KETUA TIM PENILA}
1
3 e Ketua Tim Penilai
4  dan seterusnya
‘ {nama)
NIP :
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CONTOH : LAMPIRAN Il : PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU NOMOR
NOMOR
TANGGAL :
SURAT PERNYATAAN

MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e e i e e e e et e et r e a e ren e nen
NP e e e e e e e et e et e e
NUPTK e e e e e e h e e et et et e e ee s
Pangkat/gotongan ruang/TMT it ee e e e
Jabatan e et e et eeet e e an e e ettt n e aata et ae e tene .
Unit Kerja e e e e e s et e v e s et e e s e et raae s
Menyatakan bahwa : .
Nama . et e et e e iEe et et eiaenerern e e ar e arn et raeaannrrn e
NIP e et ara et e e area e e rerirr e aere et erren e netannaananannnen
NUPTK L et s RN E s e e b et e e aar et rerrar e aeenan e averaareia
Pangkat/golongan rUANG/ TMT 1 ittt et are s s e e ot er e ee s se e et tttane et eanen
Jabatan e e e e ke r et R e tant et e et ene e eene e neorane s
Unit Kerja PPN
Telah melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu, sebagai berikut :
HASIL PENILAIAN
| KINERJA
NO. | URATAN NILAL | KATEGORI
Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu
A Melaksanakan proses pembelajaran
Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil
pembelajaran, menganalisis hasil permbelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasit
penilaian
B. Melaksanakan proses bimbingan
Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil
bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil
pembimbingan
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekotah/madrasah *)

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-

masing, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.............................

Kepala SekolahiPengawas Sekolah

Nama Jelas
NIP.

*} dipitih dari kegiatan berikut:

U h W o

10.
1t
12.
13.

menjadi kepala sekolah/madrasah

menjadi wakil kepata sekolah/madrasah

menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya

menjadi kepala perpustakaan

menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya

menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendldlkan inklusi,

pendidikan terpadu atau yang sejenisnya

menjadi wali kelas

menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya

menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar

membimbing guru pemula dalam program induksi

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler

menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi itmiah dan karya lnovat1f

melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas).
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CONTOH :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN

LAMPIRAN 1l : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR '
NOMOR

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN SERKELANJUTAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama
NIP
NUPTK

Y
....................................................................................

....................................................................................

Pangkat/golongan rUang/ TMT oo e et tre et et e s en e e ee e e et e eeerrneernen e eanens

Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :
Nama

NiP
NUPTK

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Pangkat/golongan ruang/TMT i ettt e e e e

Jabatan
Unit Kerja

....................................................................................

....................................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sebagai berikut :

Jumiah Jumlah

Satuan Angka Keterangan/
No | {raian Kegiatan Tanggal Hasil Volume | /it | Angka bukti fisik
Kredit
1 Sl iE e

1. | Melaksanakan
Pengembangan Diri
a.

b.

c. dst.

Jumiah

limiah
a.
b.
C. dst,

2. | Melaksanakan Publikasi

Jumiah

3. | Melaksanakan Karya
Inovatif

a.

b.

c. dst.

Jumlah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan bukti fisik, untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah

Nama Jelas
. NIP.
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CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS GURU

LAMPIRAN IY  : PERATURAN BERSAMA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
SURAT PERNYATAAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS GURU

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama
NIP
NUPTK

Pangkat/gotonganruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :
Nama

NP -
NUPTK

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
uUnit Kerja

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

B T

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas guru, sebagai berikut :

Jumiah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/

No Irai . Tanggal : Volume . Angka g

Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan Kradit Kredit bukti fisik
3 i —
1.
2.
3.
Dst.

Jumlah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan bukti fisik, untuk dapat dipergunakan

sebagairnana mestinya.

............. »

Kepala Sekolah/Pengawas Sekotah,

Nama Jelas

NIP
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CONTOH :

LAMPIRAN V¥

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR
TANGGAL :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
CNOMOR @ e
Instansi : Masa penilaian tanggal : .......... s/d.............
! | KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
k) NUPTK
4 Nomor Seri KARPEG
5 Pangkat / Golongan Ruang / TMT
6 Tempat dan Tanggal Lahir
7 Jenis Kelamin
8 Pendidikan Tertinggi
9 Jabatan Fungsional / TMT
Lama
10 | Masa kerja golongan
Baru
11 | Unit kerja
Il | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1) Mengikuti pendidikan dan memperoleh
gelar/ijazah/akta
2)  Mengikuti pelatihan prajabatan
B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu
Pengembangan keprofesian berkelanjutan
1) Melaksanakan pengembangan diri
2) Melaksanakan publikasi ilmiah
3) Melaksanakan karya inovatif
JUMLAH UNSUR UTAMA
7 | UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas guru
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG _
lil | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN......... / PANGKAT........./ TMT........
Ditetapkandi: ...........ceenrneenee.
Pada tanggal @........cccoenverunnen
e

Asli disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN dan Kanreg BKN dan

tembusan disampaikan kepada :

Guru yang bersangkutan;

Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;

Pejabat pengusul angka kredit; dan
Pejabat lain yang dipandang perlu.

B N =

NIP.

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
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CONTOCH : LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN ' MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
PERTAMA KALI DALAM JABATAN GURU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA®)
NOMOR 2 1..iviiireeerreerieceiateese e et e eereeeeeneaeesennes
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAY) -

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara .............
dalam jabatan Guru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor .................... dan Nomor ........... Tahun 2010
tanggal ........... ; .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan .
p Terhitung mulai tanggal : .........cccviiiiiiieii e, et a————.
eftama e, mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a NAMA et e
b, P s
c.  NUPTK D e et et aass
d Pangkat/Golongan ruang/TMT
e UnftKerja e e e
dalam jabatan ............coveeees dengan angka kredit ..... (orrrerneereenns )
Kedua : B TR
Ketiga : i U et aa,
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliryan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..........cccovevenennen..
Padatanggal ......ccoevimiiinvnnnenens,
Nama jelas
NIP.
Terbusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN; *)
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD};
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; .
5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
“*} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap pertu.
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CONTOH : LAMPIRAN VilI:  PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN GURU NOMOR  :
NOMOR  :
TANGGAL :
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LP NKIGUBERNURIBUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : ceereenesreineneeestbetonnsseasneses reemrrens
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DAR! JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : a, bahwa sebagaimana dimakisud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Mormor 16 Tahun 2009
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk

mengangkat Saudara ........... dari jabatan ................. ke dalam jabatan Guru.
- T SO RR e
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemnerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .................... dan Nomor ........... Tahun 2010
tanggal ........... ;
MEMUTUSKAN :
‘enetapkan
Terhitung muiai tanggal @ ..o e
Pertama mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a Nama . L et reeea et v aer e b e a e et renens
E. NP : .......................... f e e et e aaan
c. NUPTK e et
d Pangkat/Golongan ruang/TMT .......................................................
e Unit Kerja D b dee e nat ettt ettt e e e e b ae e
datam jabatan ........cccoueieienns dengan angka kredit ..... {.oovviriiernnncnn, )
Kedua : i T N
Ketiga : inl T e
Keempat 1 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ....... rrerrrraraaen
Pada tanggal ...........cooiinaninnnee,
NIP.
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);

3.Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah ')
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*} Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : ' LAMPIRAN Vill : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PEMBEBASAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
SEMENTARA DARI JABATAN GURU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) -
NOMOR & oot eean e

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

. a. bahwaSaudara..................... NIP .o pangkatlgolongan ruang
Menimbang . & , terhitung mulai tanggal..... ..dibebaskan sementara
dari jabatan Guru karena - ; “‘)
b.  bahwa untuk tertib admlmstraSI dan men]amm kualitas profesionaiisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Guru, dipandang perlu untuk
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang befsangkutan dari jabatan
Guru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6.  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .................... dan Nomor ........... Tahun 2010
tanggal ........... ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Per*ama : Terhitung mutai tanggal @ ....oovvveeieiiiiiiie e, membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama ) C e e e e e
b. NIP D e e b et e e
¢. NUPTK U
d. Pangkat/Golongan ruangITMT .......................................................
e UnitKerja
dari jabatan ......... dengan angka kredit sebesar ........ (covreiiiriiienaeans )
Kedua D et eenee i b erh e ter e et e ean r et a et a e n e an e e e o **)
Ketiga D rerreiesierceree e, N E e e ea e et et et st r e e ee et rae e eneas **)
Keempat : Apabila dikemudian FLari ternyata terdapat kekeliruan datam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..................... creeaes
Padatanggal .............cccciineunns
Nama jelas
NIP,
Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *};
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
*} Coret yang tidak perlu.

"

—

Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
“**} Alasan pembebasan sementara.



CONTOH : LAMPIRAN [X : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENTERI PENDIDHAN NASIONAL DAN
KEMBAL| DALAM JABATAN GURU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL :
KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) -
NOMOR © Lo.iiniiiiirin et s e et

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang perlu

untuk mengangkat kembali Saudara ............. dalam jabatan Guru.
D e e e ——— ")
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6.  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawalan Negara Nomor .................... dan Nomor ........... Tahun 2010
tanggal . e}
, MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal : ................ mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a Nama O
b, M P e —————
c. NUPTK D e e it eraan e as
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT ............................................ e ———
e Unit Kerja e e i e
dalam jabatan ....................... dengan angka kredit ..... o )
Kedua D e ierireieeieieee edereree et re e a ey e n et tn e e et n e e nasroennnnreans **)
Ketiga et ettt a st eee s ey te et ran s e neanron e s s s ")
Keempat : Apabila dlkemudlan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ...........ccocevninirannnn
Pada tanggal ...........ccceevvnnnen
NIP.
Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepata Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
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CONTOH : LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
JABATAN GURU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR ‘
NOMOR
TANGGAL
KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR & . e e e s aeeas

TENTARG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN GURU KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPUIN TINGKAT BERAT
DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP,
KECUALI HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PENURUNAN PANGKAT

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang oA bahwa Saudara : ........ NIP oL jabatan ....... pangkat...... golongan ruang .......
terhitung mulai tanggai ...... telah dijatuhi hukuman disiptin tingkat berat berupa
penurunan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor .......... tanggal
......... dalam jangka waktu 1 {satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

dalam jabatan Guru, dipandang pertu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Guru;

Mengingat . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali di ubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994; )
5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 tahun 2010; :

-

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009; '
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
310111 | dan Nomor ........... Tahun 2010 tanggal ............ G
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama :  Terhitung mulai tanggal : ................... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru:
a. Nama D e e e e e e s e
b. NIP D ittt nas tenenness
c. NUPTK D e e et et et e
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT & ..ot ee e eete e e vreesmrens
.e. Unit Kerja N
Kedua O )
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Ketiga :  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .............. rreverens
Pada tanggal .........c.ceeveeennaene
Nama jelas
NIP,

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);

3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKDj yang bersangkutan;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *);

6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

') Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,

PALA

MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL,

S e R
o ﬁg.‘rmpo ASHARI
= ~°"-..__"‘_-_,,a-"
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LAMPIRAN X] . : PERATURAN BERSAMA
MENTER|I KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL :

PERATURAN MENTER! NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
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MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI |
NOMOR: 16 TAHUN 2009
TENTANG |
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN,
: REFORMASI BIROKRASI

Menimbang :a. bahwa Keputusan Menteri Negara Péndayagunaan Aparatur
Negara Nomor 84/1893 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kre‘difnya sudah tidak sesuai dengén
perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Gury; }

b.: bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pérlu,mengatur
kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
. Negara Dan Reformasi Birokrasi; _

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

| Pokok Kepegawaian (Lembaran Néga‘ra Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sepagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890); | |

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan. Nasional (Leibaran Negara Repubtik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844);

" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586); '

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
_Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaiji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah
sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3178),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
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10.

11.

12.

13

14,

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah -
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4263),;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
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Memperhatikan :

Ménetapkan

15.

16.

17.

—

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4941): '

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipit;

Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor

175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008:
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI NEGARA  PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI ~ BIROKRASI
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA
KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsiénal guru adalah jabatan fungsionat yang mempunyai fuang

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
- mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
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10.

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program
perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana

- bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil

bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak tanjut bimbingan dengan
memanfaatkan hasil evaluasi. '

Pengembangvén' fceprofesian berkelanjutan adalah pengembangén kompetehsi.
Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap. berkelanjutan
untuk meningkatkan profesnonalltasnya

Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai
prestasi kerja Guru.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka

pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Fenilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama
Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah
dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan
negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau
daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,
pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses
pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.
| BAB i
RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS UTAMA
Pasal 2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun

pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.



Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:

a.
b.
C.

¥}

2)

M

{2)

3)

Guru Kelas;
Guru Mata Pelajaran; dan
Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Pasal 4
Guru  berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang

" pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pega;vai Negeri Sipil.
Pasal 5
Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, mewilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
diﬁi Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu.
Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu
bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima putuh) peserta didik
dalam 1 (satu) tahun.
_ BAB Ili 7 ?
KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG
Pasal 6 '

Kewajiban Guru datam melaksanakan tugas adalah:

a.

merencanakan  pembelajaran/bimbingan, melaksanakan  pembelajaran/
bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/
bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;

'meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

bertindak abyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin,
agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan
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status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. . menjunjung tinggi pefaturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik
Guruy, serta nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 7
Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai
pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.
Pasal 8
Guru‘ berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media
pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi datam melaksanakan proses
pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai
dengan kode etik profesi Guru.
BAB IV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANS!I PEMBINA
‘Pasal 9

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan
Nasional.

Pasal 10
Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas
memEina Jabatan Fungsiona! Guru menurut pe'raturan perundang-undangan
dengan fungsi antara lain:
penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Gury;
penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru:
penetapan standar kompetensi Guru; »
pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Gury; _
sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
penyusunan kurikufum pendidikan dan pelatihan fungsiona!/tekvnis fungsionai
Gury;

~ e oo o p

9. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsnonallteknls dan penetapan
sertifikasi Guru;

h.  pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru:

i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Gury;

J. fasilitasi pembentukan orgamsas: profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
k. melakukan monitoring dan evaluasu pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru,
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BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN:
Pasal 11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi:

1.
2.

pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan

pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda
tamat pendidikan dan pelathan (STTPP) prajabatah atau sertifikat
termasuk program induksi. -

b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:

1.

3.

melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata
Pelajaran;

melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Kenseling;
dan

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekotah/madrasah.

C. 'Péngembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:

1.

pengembangan diri:

a) diklat fungsional, dan

b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau
keprofesian Guru;

publikasi imiah:

‘a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada

bidang pendidikan formal; dan

b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;

karya Inova{if:

a) menemukan teknologi tepat guna;

b) menemukan/menciptakan kérya seni;

c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan

d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, scal dan
sejenisnya;

d. Penunjang tugas Guru, meliputi;

1.

memperoleh gelarfijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang
diampunya;

memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan .

melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
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a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/
ekstrakurikuler dan sejenisnya;
b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
¢} menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.
BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 12

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, yaitu:

a.
b.
- C.
d.

Guru Pe'rtarma;
Guru Muda;
Guru Madya; dan
Guru Utama.

(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu:

a.

Guru Perfama:

1. Penata Muda, golongan ruang lil/a; dan

2. Penata Muda Tingkat 1,-golongan ruang ii/b;
Guru Muda: '

1. Penata, golongan ruang lli/c; dan

2. Penata Tingkat i, golongan ruang ili/d.

Guru Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Guru Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang 1V/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang
jabatan.

(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam
jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah
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(M

(2)

dttetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga
dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI .
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 13

Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.
e

n.
0.

menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;

menyusun silabus pembelajaran;

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

melaksanakan kegiatan pembelajaran;

menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;

menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di
kelasnya;

menganalisis hasil penilaian pembelajaran;

melaksanakan pembelajaran/perbaikan  dan pengayaan dengan
memanfaatkan hasil penilaiar dan evaluasi; :

melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung
jawabnya;

rrienja’di pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah dan nasional:

“membimbing guru pemula dalam program induksi:

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
melaksanakan pengembangan diri;

melaksanakan publikasi ilmiah; dan

membuat karya inovatif.

Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut;

~ 0 Q20 T

menyusun kurikutum pembelajaran pada satuan pendidikan;

-menyusun silabus pembelajaran;

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran:

melaksanakan kegiatan pembelajaran;

menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran:

menilai dan mengevaluasi proses dan hasil beiajar pada mata pelajaran

yang diampunya;

menganalisis hasil penilaian pembelajaran:

melaksanakan pembelajaran/perbaikan  dan pengayaan dengan
10



(3)
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3

.

(4)

k.
L.

m.

n.

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi:

menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah dan nasional;

membimbing guru pemula dalam program induksi:

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
melaksanakan pengembangan diri;

melaksanakan pubfikasi ilmiah; dan

membuat karya inovatif.

incian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut:

menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;

menyusun silabus bimbingan dan konsefing;

menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;

melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;

menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
menganalisis hasil bimbingan dan konseling;

melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak fanjut bimbingan cdan »

konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;

menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah dan nasional

membimbing guru pemula dalam program induksi:

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
melaksanakan pengembangan diri;

meilaksanakan publikasi ilmiah; dan

membuat karya inovatif.

Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),
atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang‘
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:

a.

® oo o

kepala sekolah/madrasah:;
wakil kepala sekolah/madrasah:
ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
kepala perpustakaan sekolah/madrasah:
kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada
sekolah/madrasah; dan
pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi.
' 11



(1)

(2)

(3)

@)

)

(2)

(3)

' a0 o p

Pasal 14
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Unsur utama, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atay tugas lain
' yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah: dan
c. pengembangan keprofesian berkelanjutan,
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran |.
Pasal 15
Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan
tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek
kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya‘.
Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
nilai dan sebutan sebagai berikut: |
nilal 91 sampai dengan 100 disebut amat baik:
nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik:
nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
Nitai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke
dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumiah
angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumiah angka
kredit yang harus dicapai setiap tahun;
¢. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumtah angka
kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka
kredit yang harus dicapai setiap tahun;

12



(4)

(9)

(1)

(2)

M

@)

e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka
kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebégaimaha
tersebut pada lampiran II, HI, IV, VI, VI, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit
pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang
dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional.
Pasal 16
Jl_Jmlah anéka kredit kumutatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il dengan ketentuan :
a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur utama; dan

~b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur

penunjang.
Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang llifa sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e waijib mélakukan kegiatan

pengembangan  keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

‘ Pasal 17
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang fil/a yang akan naik
pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan
ruang Iil/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling
sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang llI/b yang

~ akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata,golongan

(3)

ruang lli/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,
paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi iimiah dan/atau
karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angké kredit dari sub unsur
pengembangan diri.

Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c yang akan naik pangkat
menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat |, golongan ruang Ili/d angka
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(4)

(%)

(8)

kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam)
angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. dan paling
sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Muda,'pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang lli/d yang akan naik
jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang fV/a

~angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling

sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur
pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat
menjadi Guru Madya pangkat Pembina Tlngkat l, golongan ruang IV/b angka
kredit yang dtpersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua
belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan
paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b yang akan naik
pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang |V/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling

~ sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau

(7)

(8)

karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat} angka kredit dari sub unsur
pengembangan diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan
naik jébatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur
publiksi iimiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedsklt 5 (lima) angka kredlt
dari sub unsur pengembangan diri.

Guru Utama, pangkat Pemblna Utama Madya, golongan ruang vV/d yang akan
naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit
20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya
inovaltif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan
diri.

Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan
naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang V/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.
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(1)

(2)

Pasal 18
Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit
setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa
kariernya sebagai Guru.
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas
selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.
' Pasal 19

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi -
penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 20

(1) Guru yang" secara bersama membuat karya tulisfilmiah di bidang

@

(1)

pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan

ketentuan sebagai berikut;

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penutis maka pembagian angka
kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40%
(empat puluh persen) untuk penulis pembantu.

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya
adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing
25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.

¢. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya
adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-
masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

Jumiah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 3 (tiga) orang. '

| BAB VIl .
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 21 |
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat

- dan menginventarisasikan-seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2)

)

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang
1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang
akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang ménetapkan angka kredit adalah:

(2)

a.

Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat
eselon | bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b
sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang Ilifa sampai dengan Guru Utama pangkat
Pembina Utama golongan ruang /e yéng diperbantukan pada sekolah
Indonesia di luar negeri;

Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan
terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di
lingkungan Departemen Agama;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat
Penata golongan ruang lll/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata
Tingkat | golongan ruang lli/d di Ilngkungan Kantor Wilayah Departemen
Agama.

Kepala Kantor-Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata ,
Muda golongan iuang lll/a dan pangkat Penata Muda Tingkat | golongan
ruang IlI/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.

Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina golongan ruang I\V/a di lingkungan Provinsi;
Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi
Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang ill/a sampai dengan
Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang V/a di lingkungan
Kabupaten/Kota.

Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a sampai dengan Guru’
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat
di luar Departemen Pendidikan Nasiona! dan Departemen Agama.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibantu oleh:

a.

Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi
pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen
Agama.

Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim
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(3)

(1)

(2)

3

(4)

(M

(2)

Penilai Kantor Wilayah.

d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Kantor Departemen.

e. ' Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim -
Penilai Provinsi.

f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

g. Tim Penifai fnstansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilaj Instansi.

Tim Pemlal Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari

unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementenan

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat '

fungsional Guru,

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. seorang sekietaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Syarat Anggota Tim Penilai adalah:

a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan ;abatan dan
pangkat Guru yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan-

petatuhan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan

Nasional.

Pasal 24

Apabila Tim Penilai Kantor Depaljtemen Agama belum dapat dibentuk,

penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor

Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama

yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen Agama.

Apabila Tim Penilai Kantor Wiayah Departemen Agama belum dapat

dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai
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Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim .Penilai Departemen
Agama,

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka
kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota iain terdekat
atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit
Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim
Penilai Unit Kerja.

{5) Apabila Tim Penilai Departemen Agama belum dapat dibentuk, peniiaiah
angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Periilai ditetapkan oleh:

a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;

b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen
Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;

c. Kepalé Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor
Wilayah Departemen Agama:

d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Departemen
Agama;

e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
BupatiVValikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota: dan

g. 'Pimpiﬁan Unit Kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon | di
iuar Departemen Pendidikan Nasional dan Départemen Agama untuk Tim
Penilai Instansi.

Pasal 25 |

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua)
masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut diniiai, maka Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 26

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan

oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instasi Pembina Jabatan

Fungsional Guru.
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Pasal 27

Usul penetapan angka kredit Guru diajukan oleh:

a.

Pimpinan unit kerja instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling
rendah eselon 1), pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang
membidangi kepegawaian (paling rendah eselon i), pimpinan unit kerja
instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),
Direkiur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama
kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b sampai Vdengan Guru Utama, pangkat
Pembina UWama golongan ruang (/e di lingkungah instansi pusat dan daerah; )

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang

-membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka

kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lilfa sampai
dengan Guru Utama, pangkat ‘Pembina Utama golongan ruang IV/e yang
diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;

Pejabat eselon Nl yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Agama kepada Direktur Jenderal yang membidangi
pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya,
pangkat Pembina golongan ruang V/a di lingkungan Departemen Aganﬁa.
Pejabat eselon il yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata goldngan ruang llifc
sampai dengén pangkat Penata Tingkat ! golongan ruang ill/d di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama.

Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor

Departemen Agama kepada Kepala Kantor Departemen Agama untuk angka
kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Hi/a dan pangkat
Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Il/b di lingkungan Kantor Departemen
Agama.

Pimpinan instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah

eselon 11l) kepada Gubernur untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata
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(1)

2)

MUda gotongan ruang Hl/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling
rendah eselon ll) kepada BupatiWalikota untuk angka kredit Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang Ili/a sampai dengan Guru Madya,

~ pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon lil)
kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat
Penata Muda golongan ruang llfa sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang iV/a di lingkungan instansi pusat.
‘ Pasal 28

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat
Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat

- diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
Pasal 29

F’ejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Guru, adaiah pejabat yang berwenang sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasat 30 _
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali datam Jabatan
Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat
pendidik;
pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang tli/a;
setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 {satu)
tahun terakhir; dan
d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan
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Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil:

(3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih

lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasionat. '
' Pasal 31

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai

dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru
dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang
ditetapk_.an oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru
dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang
diteta‘pka‘n oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan
tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan setelah mendapat pertimbangan Kebala Badan Kepegawaian
Negara.

. Pasal 32

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fain ke dalam Jabatan
Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 30 ayat (1) dan
Pasal 31,

b. memiliki pengatamari sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
usia paling tinggi 50 {lima puluh) tahun; dan
setiap unsur penilaian pelaksanaah pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang
Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari
unsur utama dan unsur penunjang.
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BAB X _
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan

memberhentikan Pegawal Negeri Sipii dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru,
adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a.

o Q0 o o

(2)

3

(4

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman
disiplin penurunan pangkat; : ”
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru:

menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Pasal 35 _
Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Guru. |
Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dinyatakan 'tidak bersalah atau dijatuhi. hukuman pidana
percobaan.
Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf- c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila
berusia paling tinggi 51 {lima puluh satu) tahun.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Gury sebégaima'na
dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang
diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat

berupa penurunan pangkat.
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(1).

(3)

(1)

(2

(3)

BAB X|
SANKSI

Pasat 37
Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional
dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional,
dan maslahat tambahan.
Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit {(PAK) dengan cara
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan
seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan
penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkuta%
memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

Pengaturan sankst lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional.
BAB XiI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

‘Negara Dan Refcrmasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru

disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud
Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini. .
Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh pejabat yang bemienang. ’
Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya
petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1893.

Pasal 39 ‘
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang ll/a sampai pangkat Pengatur Tingkat |,
golongan ruang il/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan
penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
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(2)

),

(4)

Birokrasi ini.

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan

péngembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas

Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi ini. _ '

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang
tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Bi}okrasi ini; dan

b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang ll/a,
disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit' kumulatif

minimal fang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru untuk:

a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma | adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birckrasi ini;

b. Guru yang berijazah Diploma |l adalah sebagaimana tersebut dalam

- Lampiran Vil Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi ini; dan

¢ Guru yang berijazah Diploma Il adalah sebagaimana tersebut dalam

N

(@)

Lampiran VIIi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi ini.
‘ Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan ruang lii/a dan belum memiliki ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan
dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) dan ayat (3) Peratufan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi ini. .
Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40
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)

ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai
dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya
adalah Penata Tingkat |, golongan ruang Iil/d, atau pangkat terakhir yang
dimiliki.
Pasat 41

Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang llfa sampai dengan
Pengatur Tingkat | golongan ruang Il/d pada saat Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai
dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem

' kenalkan pangkat menggunakan angka kredit sebagatmana tercantum pada

lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini.

(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang li/a sampai dengan

(3)

- (4)

Pengatur Tingkat | golongan ruang li/d pada saat Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai
dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan
belum mencapai pangkat Penata Muda golongan reang lli/a, tetap

“melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.

Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana
dimaksud pada-ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan
angka kredit sebesar 65% (enam pulub lima. persen) angka kredit kumulatif
diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan
ditambah angka kred:t jazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan
bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhltungkan angka kredit dari
kegiatan penunjang.

Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah
memiliki pangkat Penata Muda Tingkat | golongan ruang Hl/b ke atas, apabila
memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas
yahg diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit jjazah
Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu,
dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada
lampiran VIli Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
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Reformasi Birokrasi ini. |

(6) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai
dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada
lampiran | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi ini. |

Pasal 42

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan Il adalah

sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan
Agama dan Guru pada madrasah.

b. pimpinan unit kerja yang membidangi péndidikan setingkat esefon Il bagi Guru
di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.

c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi.

d.  Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan
kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud

pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (2) hurufd, e, f, dan g.

A | Pasal 44

Usul penetapan angka kredit Guru golongan i diajukan oleh:

a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen
Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada
madrasabh, ,

b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit Kerja yang
membidangi pendidikan setingkat eselon Il bagi Guru di instansi di juar
Departemen Pendidikan Nasional dan Deperiemen Agama.

c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.

d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.

BAB Xil|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
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Negara Dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 47
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

~ Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2009

MENTERI NEGARA
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